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The Witing of this scientific work was intended to know the U.S. policy to Libya in humanitarian 
intervention. There is also a background in this writing because it is a developing country, so to 
speak. In 2011, civil war broke out in Libya, as a result of conflicting thinking between leaders of the 
state and people. This war, which has had considerable impact on the country itself, has had an 
impact on others. Because of this, international countries and organizations are participating in the 
war between the world health organization, the who, the United Nations, and NATO coordinated by 
the United States. This clearly raises a new policy between countries and Libya. This policy followed 
the war is also a collaboration between libyans and other countries. The UN also paved the way for 
the United States to intervene in Libya under the pretext of human rights. But the United States of 
America's intervention in Libya does not use the pretext of human rights. 
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Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat ke Libya dalam 
intervensi kemanusiaan.Ada pun latar belakang dalam penulisan ini Karena Libya merupakan 
negara yang dapat dikatakan negara berkembang. Pada tahun 2011, perang saudara terjadi di 
Libya, karena adanya pertentangan pemikiran yang terjadi antara pemimpin negara dengan 
masyarakat. Perang ini, membawa dampak yang cukup besar baik terhadap negara Libya sendiri, 
juga membawa dampak kepada negara lain. Dengan adanya hal itu, negara dan organisasi 
internasional turut berpartisipasi dalam menangani adanya perang saudara, yaitu WHO, PBB dan 
juga NATO yang di koordinir oleh Amerika Serikat. Hal ini, jelas menimbulkan suatu kebijakan 
yang baru antara negara lain dengan Libya. Kebijakan ini terjadi setelah adanya perang juga 
merupakan sebuah kerja sama masyarakat Libya dengan negara yang lain.PBB juga membuka 
kan jalan untuk Amerika Serikat untuk melakukan intervensi ke Libya dalam dalih HAM. Akan 
tetapi Amerika Serikat dalam melakukan intervensi ke Libya tidak menggunakan dalih HAM. 
 






Libya merupakan sebuah Negara yang berada di wilayah Afrika Utara. Negara Libya telah 
mendapatkan status kemerdekaan atas Italia pada tahun 1947. Negara ini merupakan negara 
yang berkembang, dan memiliki hasil kekayaan cadangan minyak dan ladang gas yang 
memiliki kapasitas produksi 8.700 barel minyak. Juga 1.700 meter kubik gas per hari nya, 
yang dapat membuat masyarakatnya hidup berkecukupan. Pada saat itu masyarakat di Libya 
sudah disediakan fasilitas kesehatan yang gratis dan pendidikan juga diberikan gratis. 
 
Konflik terjadi ketika masyarakat dan pemimpin Negara memiliki tujuan yang berbeda. 
Masyarakat Libya mengalami konflik politik pada tahun 2011, seiring revolusi yang 
dilakukan oleh masyarakat karena yang meminta untuk pemilihan pemilu secara langsung 
dan Khadafi yang menggunakan pendekatan militer ke masyarakat di Libya. Hal ini, jelas 
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menarik perhatian banyak negara, termasuk Amerika Serikat yang mana dengan tujuan 
utamanya, yaitu mengintervensi Libya dengan kebijakan ekonomi politik di Libya. Namun, 
Amerika Serikat mengatas namakan HAM agar diberikan jalan oleh PBB. Dalam hal ini, 
Amerika serikat memiliki banyak tujuan yang sebenarnya tidak mengarah kepada HAM. 




Awal mula konflik di Libya 
 
Di negara Afrika Utara mempunyai standar hidup yang sangat tinggi. Pada saat itu rakyat 
Libya juga pernah merasakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang gratis. Juga negara 
Libya, dipimpin oleh Muammar Khadafi kurang lebih selama 41 tahun. Konflik yang terjadi 
di Libya dimulai pada bulan Febuari tahun 2011 dan juga negara ini telah mengalami 
perubahan bentuk pemerintahan, yaitu monarki, republika dan juga sosial republik. Sejak 
negara ini dinyatakan merdeka, negara ini juga mengalami banyak tantangan, bahkan Libya 
menjadi sasaran oleh pemimpin negaranya. Masyarakat Libya mengalami konflik politik 
yang kian kritis, karena tidak sepadan dengan perekonomiannya berkembang. Selain itu, 
masyarakat merasa bahwa banyak nya pengangguran juga kurangnya lapangan kerja 
merupakan tipu daya Khadafi. 
 
Masyarakat Libya meminta agar dilakukan pemilihan pemimpin secara langsung. Adanya 
permintaan masyarakat ini menyebabkan demonstrasi atas adanya pergantian pemimpin 
negara mereka, tentu hal ini membuat Khadafi merasa kesal. Pada tanggal 17 Februari 2011, 
hal ini telah mencapai puncak konflik. Khadafi merasa sia-sia, karena telah melakukan 
segala hal untuk rakyatnya. Namun, berbalik dengan pemikiran Khadafi, rakyatnya 
menganggap Khadafi tidak pernah menepati janji, dan masyarkat Libya berpikiran bahwa 
Khadafi telah melakukan korupsi. Karena hal ini demonstrasi semakin memuncak, Khadafi 
melakukan segala upaya untuk mengurangi adanya aksi yang dilakukan oleh rakyatnya. 
Khadafi tidak segan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakatnya dalam melalui 
pendekatan militer. Adanya pendekatan militer tersebut digunakan untuk menyerang 
masyarakat yang tidak sejalan dengan  Khadafi. Karena kejadian ini berlangsung kurang 
lebih selama satu minggu, sehingga berita tersebut masuk ke seluruh negeri. Adanya protes 
yang dilakukan masyarakat Libya ini, telah memakan banyak korban.  
 
Dengan adanya demonstrasi yang terjadi, masyarakat Libya terbagi menjadi dua blok. Yang 
mana, blok ini merupakan masyarakat yang berpihak kepada Khadafi dan juga punya 
keinginan mempertahankan jabatan atas kepemimpinan Khadafi, juga blok masyarakat yang 
bertolak belakang dengan Khadafi yang mana mereka mendukung dan menginginkan 
pergantian jabatan yang diduduki oleh Khadafi. Khadafi menggunakan ancaman militer, 
juga mengerahkan kekerasan militernya kepada masyarakat yang bertolak belakang dengan 
pemikirannya. Hal ini, menyebabkan Khadafi dinilai telah melakukan kejahatan atas 
kemanusiaan. Selain itu, konflik ini telah mengganggu keamanan wilayah negara lain.  
Maka, PBB dengan sangat tegas memberikan jalan kepada negara lain dengan mengeluarkan 
resolusi 1970, untuk memberikan respon kemanusiaan kepada masyarakat Libya. Setelah 
adanya hal tersebut, PBB juga mendapati desakan dari Liga Arab. Sehingga PBB kembali 
mengeluarkan resolusi 1973, yang ditetapkan pada 17 Maret 2011. Yang mana resolusi ini 
berisi tentang resolusi 1970, juga  larangan zona terbang di wilayah Libya, yang mana hal ini 
ditujukan agar pesawat tempur dari pemerintahan Khadafi, tidak dapat melakukan 
kekerasan yang berasal dari udara. 
 
Organisasi dunia bergerak untuk merespon masyarakat Libya. Terutama NATO yang 
dikoordinir oleh Amerika Serikat. Namun, kedatangan NATO yang dimaksudkan untuk 
membantu kemanusiaan di Libya, ternyata mendapat respon yang tidak baik dari Khadafi. 
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Khadafi berpikir bahwa NATO telah masuk ke dalam rumah orang lain dan ikut campur 
tangan, sehingga Khadafi juga melawan NATO. Pasalnya, Amerika Serikat telah memiliki 
hubungan yang baik dengan negara Libya sebelum adanya kepemimpinan Khadafi. Namun, 
setelah adanya kepemimpinan Khadafi perlahan hubungan Amerika Serikat dengan Libya 
tidak lagi baik. Hal ini, jelas menjadi sebuah ancaman baru bagi Amerika Serikat. 
 
Berdasarkan mandat PBB di Libya ini, Amerika Serikat menyusun strategi militer. Dengan 
tujuan mencegah terjadinya kejahatan atau kekerasan yang pemimpin Khadafi kepada 
masyarakat Libya dan Serta berupaya untuk menggulingkan Khadafi dari jabatannya sebagai 
pemimpin negara Libya. Amerika Serikat bergerak setelah mendapat mandat dari PBB 
untuk menerapkan prinsip R2P melalui intervensi kemanusiaan. Dalam penerapannya, R2P 
dilaksanakan melalui operasi militer. 
 
Pada saat bulan Oktober tahun 2011  pimpinan Libya Muammar Khadafi tewas di bunuh  
dan semenjak itu Libya terbelah menjadi dua. Di sisi barat di daerah ibu kota Tripoli 
terdapat pemerintah yang didukung oleh PBB dan juga dilindungi dalam berbagai milisi 
bersenjata. Di sisi timur di Benghazi di pimpin oleh jenderal yang bernama Khalifa Haftar 
berusia 75 tahun dan merupakan tentara loyal Qadafi, membentuk pasukannya sendiri yang 
diberi nama Tentara Nasional Libya (LNA) dan itu menguasai hampir dua pertiga Libya dan 
juga termasuk ladang minyak. Dengan demikian, upaya NATO untuk mendemokratisasikan 
Libya mendapat hambatan. NATO yang ingin membentuk negara yang ingin mewujudkan 
kesatuan yang berdemokrasi terpaksa gagal. 
 
Dalam hal ini intervention itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara 
sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap 
kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain di mana negara atau 
sekelompok negara yang dikenai tindakan tersebut tidak menyetujuinya (Coady 2002, 10). 
 
Alasan di Balik Humanitarian Intervention AS 
 
Hal ini sudah mendapat izin dari PBB, akan tetapi dengan untuk HAM yang berada di Libya. 
Juga terdapat beberapa alasan yang memang menjadi dasar tindakan humanitarian 
intervention Amerika Serikat di Libya. Dalam hal ini terdapat faktor utamanya adalah 
terdapat sebuah kepentingan nasional yang berasal dari Amerika Serikat yang terkait 
ekonomi dan geopolitik. Pertama, adanya hubungan Amerika Serikat dan Libya yang bisa 
disebut tidak baik, terutama pada saat kepemimpinan Khadhafi. Tidak baiknya hubungan 
tersebut juga memiliki 3 alasan, diantaranya adalah Amerika Serikat yang telah melihat 
tindakan Khadhafi sebagai ancaman yang dapat sangat mengancam wilayah kekuasaan 
Amerika Serikat atas negara-negara di Afrika dimana Khadhafi memiliki cita-cita, yaitu 
pembentukan negara Uni-Afrika yang bertujuan untuk membuat negara-negara Afrika lebih 
mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan asing, termasuk negaranya. Selanjutnya, 
Kadhafi dianggap sukses mengenai perkembangan ekonomi di negara Libya, sehingga 
Khadhafi berpikir bahwa Libya tidak perlu lagi mengimpor bahan makanan dari negara luar. 
Dikarenakan Libya mempunyai minyak yang berlimpah dan bisa menghidupi rakyat dengan 
fasilitas mewah dan salah satunya dengan memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan 
yang sangat mewah. Juga Libya sudah tidak lagi membutuhkan bahan makanan dari 
Amerika Serikat. Terakhir, Amerika akan sangat merasa beruntung karena adanya sumber 
daya minyak yang dimiliki oleh Libya. Karena adanya sumber daya minyak dari Libya sangat 
menguntungkan bagi Amerika Serikat. Dengan adanya krisis politik di Libya ini Amerika 
Serikat mencari kesempatan untuk menyingkirkan rezim Khadhafi, yang kemudian Amerika 
akan menanamkan kekuatannya di Libya. Saat melakukan tindakan dan menentukan sebuah 
keputusan, Amerika Serikat melakukan intervensi tidak terlepas dari aset dan kekuatan 
militer yang kuat, hal ini digunakan oleh Amerika sebagai fasilitas untuk melakukan operasi 
militer. Karena pada saat itu operasi militer di Libya diambil alih oleh NATO. Oleh karena 
Andini Cevia Mashita & Ghina Hanum Sari 
Global & Policy Vol.8, No.3, Juli-Desember 2020  90 
itu Amerika Serikat mundur dari sebagaian operasi militer yang berada di Libya. Juga 
Amerika Serikat yang sudah diberi jalan oleh PBB dengan berdalih HAM. Akan tetapi 
Amerika Serikat tidak menggunakan dalih HAM tersebut. 
 
Dalam hal ini menteri pertahanan Amerika Serikat membela intervensi dalam kebijakannya 
ke Libya. Walaupun tidak ada apa pun kepentingannya yang paling utama yang di 
pertaruhkan di negara tersebut. Karena menurut menteri pertahanan Amerika Robert Gates 
adanya permasalahan yang ada Libya sangatlah mengancam kepentingan yang sangat terkait 
dengan Liga Arab, Eropa, dan juga adanya masalah kemanusiaan yang sudah menjadi secara 
umum. 
 
Mengapa Amerika Serikat Ikut Campur dalam Krisis di Libya 
 
Dalam hal ini pejabat–pejabat tinggi Amerika yang melakukan keterlibatannya dalam 
kemelut Libya. Karena untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di 
Libya. Karena krisis kemanusiaan yang di Libya sudah parah. Juga menurut menteri luar 
negeri Hillary Clinton akan adanya para pasukan Moammar Gaddafi yang dibiarkan untuk 
merebut kota Benghazi yang mempunyai penduduk sebanyak 700.000, kemungkinan yang 
akan terjadi ada puluhan ribu orang terbunuh dan ratusan ribu yang lainnya terpaksa harus 
mengungsi. Apabila itu akan terjadi pasti Amerika akan dikecam dan akan dituduh tidak 
melakukan tindakan apapun. Akan tetapi kelompok oposisi mengecam Presiden Barack 
Obama. Karena kalah mau mengambil tindakan ke Libya harus melakukan konsultasi dulu 
sebelumnya dengan kongres. 
 
Respon Amerika Serikat terhadap krisis di Libya 
 
Dalam hal ini untuk menanggapi krisis yang terjadi di Libya. Dimana Amerika Serikat yang 
dipimpin oleh presiden Barack Obama yang sedang menyusun strategi. Strategi tersebut 
menggunakan kekuatan militer yang digunakan untuk last resort dan juga untuk berkoalisi 
dengan pihak yang sangat luas. Juga harus mendapatkan legitimasi dari dewan keamanan 
PBB. Dengan Amerika Serikat melakukan strategi ini untuk mencapai dua tujuan dan dua 
tujuan tersebut berhasil. Juga dalam hal ini Amerika Serikat sangat mendukung hak 
universal dari rakyat Libya. Hak universal dari rakyat Libya yaitu hak untuk berkumpul, 
mengeluarkan pendapat, dan juga untuk menentukan nasib sendiri. Karena itu semua 
merupakan hak asasi manusia dan juga tidak bisa untuk ditawar-menawar lagi. Juga seluruh 
negara harus menghormati semua hal universal rakyat Libya. Karena itu semua tidak bisa 
dilawan, walaupun itu menggunakan kekerasan atau tekanan. Karena hak universal rakyat 
Libya sudah mutlak. Karena hak asasi manusia merupakan hak setiap manusia. Kalau hak 
universal rakyat Libya banyak negara yang tidak menghormati dan berusaha melawan itu 
semua. Pasti itu akan membuat konflik yang sangat panjang dan tidak akan pernah selesai. 
Karena kalau konflik ini terjadi dan akan pasti terjadi perang dan akan memakan korban 
yang sangat banyak.  
 
AS kemudian mengeluarkan kebijakan Operation Odyssey Dawn (OOD) yang merupakan 
operasi militer. Juga merupakan strategi intervensi militer yang ada di Libya dengan 
berdalih untuk kemanusiaan. Dalam hal ini dilaksanakan yang merupakan sebagai bentuk 
enforcement yang berasal dari resolusi PBB 1973. Dalam hal ini yang diadopsi pada 17 Maret 
2011 yang berada di bab VII dari piagam PBB. Dalam hal ini operasi militer Amerika Serikat 
yang berada di Libya dan juga disebut dengan OOD yang merupakan didefinisikan oleh 
James G . Foggo dan Michael Beer (2013:92). Oleh karena ini respon yang sudah 
dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang karena resolusi dewan keamanan PBB 1973 yang 
mengeluarkan atau membentuk sebuah no-fly zone yang ada diatas Libya dan juga dalam 
perlindungan warga sipil. Karena untuk menghindari ancaman dan kekerasan yang 
dilakukan oleh militer yang digerakan oleh rezim Khadafi. Karena OOD  ini sudah secara 
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bertahap untuk mengintegrasikan lebih banyak elemen yang merupakan dari intervensi 
militer Multinasional dan juga menanggapi resolusi dewan keamanan PBB 1973. Oleh 
karena itu perkembangannya semakin banyak dari berbagai negara yang sudah bergabung 
dalam operasi ini. Walaupun begitu operasi OOD  tetaplah operasi militer Amerika Serikat, 
karena Amerika Serikat yang menjadi komando utamanya. Karena  OOD ini merupakan 
strategi Amerika Serikat, jadi walaupun banyak negara yang bergabung dalam operasi OOD  
Amerika Serikat yang berhak mengatur operasi OOD. 
 
Karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang diperbolehkan oleh PBB untuk 
ikut campur tangan terhadap krisis yang ada di Libya. Walaupun PBB diperbolehkan dengan 
dalih HAM akan tetapi Amerika Serikat tidak menggunakan dalih HAM. Oleh karena itu 
Amerika Serikat membuat strategi intervensi militer untuk Libya yang sudah membuat dua 
tujuannya yang sudah berhasil. 
            
Kebijakan Amerika Serikat yang diberikan kepada Libya 
 
Setelah terjadinya perang saudara di Libya, negara lain kembali menjalankan kerja sama 
dengan negara Libya. Pada tahun 2015, negara Libya mendirikan sebuah pemerintahan 
baru, yang mana pemerintahan tersebut didirikan diatas kesepakatan dan perjanjian yang 
telah disetujui oleh PBB. Hal lain dari adanya pemerintahan baru adalah gagalnya 
penyelesaian politik, yang dikarenakan adanya serangan militer oleh pasukan Khadafi. 
 
Amerika serikat yang ikut campur tangan dalam hal ini, dengan menunjukkan tentang 
bagaimana operasi militernya bekerja. Selain dari pasukan militer atau operasi militer ini, 
Amerika Serikat juga membantu dalam hal lain. Yaitu perekonomian yang ada di Libya, juga 
keamanan dan pembentukan pemerintahan yang baru, yang bertujuan agar negara Libya 
terbebas dari adanya konflik yang sedang riuh, dan membawa negara Libya untuk menuju ke 
negara yang demokratis. Kebijakan dari Amerika Serikat kepada Libya, tidak lain adalah : 
 
Kebijakan Operation Odyssey Dawn (OOD) 
 
Kebijakan ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2011, dalam kebijakan ini Amerika Serikat 
memegang kendali utama untuk mengerahkan adanya operasi militer, meskipun Amerika 
Serikat masih dibawah pimpinan PBB. Sebelum adanya kebijakan ini dilakukan, presiden 
Amerika Serikat yaitu Barack Obama, memberikan pidato mengenai langkah yang akan 
dilakukan, juga mempertegas bahwa Amerika Serikat memiliki tujuan yang serius untuk 
membantu Libya. Namun, dalam kebijakan ini Amerika Serikat tentu tidak sendiri. Amerika 
Serikat dibantu oleh NATO, AFRICOM, Eropa juga Liga Arab. Operasi militer ini dilakukan 
melalui serangan udara, bahkan operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat sebagai 
jalan pertama ini, dikatakan berhasil melemahkan pertahanan Khadafi. Tujuannya adalah, 
untuk mencegah adanya perluasan kekerasan Khadafi kepada rakyatnya sendiri. Namun, 
Presiden Barack Obama berusaha untuk meminimalkan peran Amerika Serikat dalam 
operasi militer ini. Setelah itu, Amerika Serikat membentuk kesepakatan dengan NATO 
untuk mengambil alih embargo senjata. Pada tanggal 24 Maret 2011, zona larangan terbang 
diberlakukan. Adanya perjalanan yang melintas di udara, diberhentikan dan dilarang. Pada 
tanggal 31 Maret 2011, Amerika Serikat mengumumkan secara resmi bahwa hari itu 
merupakan hari terakhir adanya OOD dan mengumumkan bahwa NATO akan memegang 
kendali penuh atas operasi militer di Libya. Amerika Serikat tetap ikut berpartisipasi dan 
mendukung adanya usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional tersebut. Banyak hal 
yang dilakukan oleh Amerika Serikat, NATO untuk membuat pasukan Khadafi menyerah, 
juga untuk menurunkan Khadaffi dari jabatannya. Dengan banyak upaya yang dilakukan 
oleh Amerika Serikat dan NATO, akhirnya pemimpin negara Libya tewas karena adanya 
serangan yang dilakukan oleh militer Prancis. Khadafi tewas di Sirte pada tanggal 20 
Oktober 2011. 
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Pemerintahan Baru serta Adanya Pembangunan Ekonomi 
 
Sejak tewasnya Khadafi dan turunnya pemerintahan yang dipimpin oleh Khadafi, rakyat 
Libya menghadapi permasalahn baru yang berhubungan dengan masalah politk. Perpecahan 
politik yang dialami rakyat Libya ini membawa dampak bagi rakyatnya, mereka kehilangan 
arah tujuan untuk mencari kembali pemerintahannya dan menjadi lebih baik lagi. Banyak 
masyarakat Libya yang berusaha menduduki kursi pemerintahan, namun orang orang 
tersebut tidak kompeten. Hal ini didasari oleh kepentingan masing-masing individu yang 
kurang memperhatikan bagaimana pemerintahan negaranya berjalan. Namun, Amerika 
Serikat lagi lagi campur tangan dalam masalah yang terjadi di Libya ini. Amerika Serikat 
kembali memberikan bantuan kepada rakyat Libya, Amerika Serikat juga mendukung 
adanya perkembangan negara Libya. Rakyat Libya berusaha mengembalikan 
pemerintahannya dan memperbaiki semuanya, juga membangun kembali kekuatan untuk 
menjadi negara yang demokratis. Rakyat Libya juga kembali membangun perekonomian 
negara yang sudah terganggu oleh adanya perang saudara. Kemudian, rakyat Libya berusaha 
untuk membangun lagi dengan bantuan Amerika Serikat dan National Transitional Council 
(NTC). Sebelum runtuhnya pemerintahan Khadafi, Amerika Serikat telah menjalankan 
pertemuan, untuk memikirkan negara Libya tanpa adanya Khadafi. Dari hal ini, Amerika 
Serikat membawa serta NTC untuk berpartisipasi, juga membahas mengenai perkembangan 
perekonomian negara Libya yang baru.  
 
Amerika Serikat berupaya untuk menyusun visi yang akan dilakukan untuk pembangunan 
pemerintahan setelah perang, juga mengajukan proposal yang harus disetujui kepada NTC, 
yang berisikan sebuah nilai yang dianut oleh Amerika Serikat, termasuk hidup secara 
demokratis dan liberalis, serta adanya masa depan rakyat Libya yang lebih menekankan 
pada keterbukaan pasar bebas. Amerika Serikat percaya bahwa pemerintahan negara Libya 
yang baru dapat diatasi oleh NTC, sekaligus melindungi dan menjunjung hak asasi manusia 
rakyat Libya. Setelah riuhnya perang saudara serta permasalahan yang terus terusan datang, 
Libya kembali melakukan pemilihan nasional, setelah 50 tahun. Pemilihan ini dilakukan 
pada tanggal 7 Juli 2012. Dalam pemilihan pemerintahan ini, Libya telah memiliki dua 
kandidat, yaitu National Transitional Council (NTC) dan juga General National Congress 
(GNC). Namun, rakyat Libya lebih banyak mendukung GNC. GNC menggantikan NTC untuk 
menggantikan pemerintahan rakyat Libya. Amerika Serikat mendukung hal tersebut. Setelah 
pemilihan itu, GNC dengan segenap anggotanya melakukan pertemuan untuk menentukan 
perdana menteri dan anggota yang baru. Pada saat itu juga negara Libya terlihat 
berkembang, yang ditandai dengan adanya serangkaian urusan politik, terutama pemilihan 
kepada daerah dan kembalinya partai partai politik. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari 
permasalahan yang memperebutkan kekuasaan.  
 
Untuk menghindari adanya hal tersebut, pada tahun 2015 melalui perjanjian politik Libya di 
atas kendali PBB, akhirnya Goverment of National Accord (GNA) dibentuk dan diresmikan 
sebagai pemerintah Libya yang sah pada tanggal 17 Desember 2015. Banyak bantuan 
perekonomian yang masuk ke negara Libya, baik berupa dana maupun pembangunan 
infrastruktur baru. Terutama Amerika Serikat yang telah berkomitmen untuk membantu, 
memperbaiki kehidupan di Libya, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, 
Amerika Serikat tidak sendiri, ia bekerja sama dengan pemerintah nasional yang kemudian 
meneruskan kepada pengusaha, masyarakat sipil, dan seluruh masyarakat. Amerika Serikat 
kembali melakukan hubungan dengan organisasi, yaitu USAID (United States Agency for 
International Development). Melalui USAID ini, Amerika Serikat memberikan dana lebih 
dari 25 juta USD, yang akan digunakan untuk mendukung segala kegiatan yang telah 
dilakukan oleh masyarakat sipil warga Libya. Dana ini diserahkan dan dikelola kantor 
inisiatif transisi dan akun regional (Blanchard 2018, 23-32). USAID melakukan segala upaya 
untuk memperbaiki tata kelola negara Libya, misalnya dengan membentuk komunitas, juga 
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membantu mengenai pemberdayaan perempuan dan membentuk asosiasi wanita. USAID 
meminta kepada masyarakat Libya agar berpartisipasi dalam hal tersebut, agar lebih 
mendorong kestabilitas dan efektifitas institusi. 
 
Kemudian, perkembangan ekonomi di Libya didukung dan diperbaiki oleh Amerika Serikat, 
dengan cara membuka pasar bebas sehingga dapat membuat lapangan kerja baru yang mana 
masyarakat Libya dapat berpartisipasi atau bekerja, juga adanya investasi. Amerika Serikat 
mempromosikan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh negara Libya kepada negara lain, 
dan mengintegrasikan pasar dalam ekonomi global. Selain itu, Amerika juga memberikan 
dana bantuan untuk perkembangan pasar senilai 2 miliar USD. Bantuan tersebut tidak 
hanya ditujukan kepada perusahaan besar, namun juga perusahaan kecil yang ingin 
berkembang. Kebijakan ini memiliki tujuan agar perekonomian negara Libya dapat 
berkembang dan dapat menciptakan sebiah liberalis dalam suatu pasar. Amerika Serikat 
lebih merujuk kepada strategi yang diciptakannya sendiri, yaitu people to people. 
 
Kebijakan Mengenai Keamanan dan Perdamaian Negara Libya 
 
Setelah terjadinya perang saudara menghantam Libya, tatanan negara Libya mulai tidak 
berarah. Bahkan, keamanan dan perdamaian juga terancam. Karena banyaknya kelompok 
bersenjata non-negara yang mengganggu keamanan negara Libya. Perang saudara antar 
masyarakat yang terjadi, antara pro kontra menjadikan negara Libya terlihat hancur. Hal ini 
jelas menarik negara lain untuk campur tangan membantu keamanan negara Libya. 
Termasuk Barack Obama selaku presiden Amerika Serikat. Presiden Obama menyiapkan 
875.000 ribu USD, untuk operasi luar negeri dalam menangani masalah yang terjadi di 
Libya. Kemudian, anggaran tersebut dibagi lagi menjadi beberapa, antara lain dibagi kepada 
Nonprolifenation Antiterrorism, Demining and Related Programs(NADR), International 
Military Education and Training (IMET), Foreign Military Financing (FMF). 
 
Dalam NADR, bantuan yang diberikan adalah pelatihan dan teknis untuk menghadapi 
serangan, NADR bekerja sama dengan Export Control And Related Border Security (EXBS). 
Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memerangi adanya jaringan teroris 
transnasional, membantu dalam perencanaan strategi. Melalui program FMF, dana ini 
digunakan untuk mendukung adanya pengembangan dari armada udara negara Libya 
sendiri, yang bertujuan agar negara Libya dapat berpartisipasi dalam menjaga keamanan 
dan perdamaian kemanusiaan di Afrika Utara. Sedangkan melalui program IMET, 
pendanaan ini dilakukan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan kepada 
masyarakat Libya yang merupakan pasukan keamanan. Pendidikan tersebut mencakup 
bagaimana berbahasa Inggris, memberikan pengetahuan mengenai kemiliteran yang 
memiliki hubungan dengan sipil, keamanan suatu batas wilayah, dan juga adanya ancaman 
kontraterorism. Hal ini, jelas dilakukan untuk melindungi masyarakat Libya itu sendiri. 
Hingga tahun 2012, Amerika Serikat memberikan bantuan yang cukup besar, ia memberikan 
dana lebih dari 200 juta USD, juga memberikan bantuan kemanusiaan sebeesar 89 juta 
USD. Tujuan lagi dari bantuan ini, Barack Obama meminta kepada masyarakat Libya untuk 
memusnahkan adanya senjata, termasuk senjata ringan, bahan peledak dan juga rudal anti 
pesawat terbang. 
 
Setelah itu, Amerika Serikat kembali bekerja sama dengan PBB untuk memberikan sebuah 
bantuan berupa Disarmament, Demobilization dan Reintegration (DPR). Selain bekerja 
sama dengan PBB, Amerika Serikat juga bekerja sama dengan Yordania dan Maroko. 
Amerika, Inggris dan Italia akan melatih tentara Libya untuk menjaga keamanan negara 
Libya, pelatihan itu diikuti oleh masyarakat Libya sebanyak lima sampai delapan puluh ribu 
orang. 
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Total bantuan Amerika Serikat, yang telah dialokasikan untuk Libya sejak 2012 sampai 2016, 
telah mencapai lebih dari 121 juta USD. Karena, selain keamanan dan perdamaian 
masyarakat Libya yang terancam, kehidupan masyarakat juga ikut terancam. Banyak warga 
masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, juga membutuhkan perawatan medis, bahan 
makanan, juga kebutuhan hidup mereka. 
 
Dari kebijakan tersebut, negara Libya kembali berusaha menata negaranya menjadi lebih 
baik lagi. Namun, dengan adanya Arab Spring, negara Libya kembaku terjerat dalam 
masalah yang ada, sehingga menimbulkan gerakan revolusioner. Hubungan antara dua 
negara, Amerika Serikat dan Libya telah mempengaruhi kehidupan yang terjadi. Amerika 
Serikat telah melakukan intervensi kemanusiaan kepada Libya, tetapi tidak kepada negara 




Dalam penerapannya, ada kepentingan-kepentingan di balik intervensi kemanusiaan 
Amerika Serikat di Libya, meliputi: kepentingan geopolitik (proxy war melawan pengaruh 
Rusia di Libya), kepentingan ekonomi (pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui 
intervensi kemanusiaan memiliki kepentingan di baliknya, misal untuk menggaet Libya 
sebagai pasar/ mitra dagang, kepentingan terkait Liga Arab (bisa dikaitkan dengan isu 
Palestina dan Yerusalem sebagai ibukota Israel dan upaya misi perdamaian sesuai proposal 
yang dibuat oleh AS). 
 
Hal ini telah disetujui dan mendapatkan izin  oleh PBB, dengan tujuan mengangkat HAM di 
Libya. Namun, tetap saja Amerika Serikat memiliki tujuan lain dibalik adanya 
Humanitarian Intervention ini. Permasalah pertama yang dialami oleh Amerika Serikat 
adalah, kepentingan ekonomi dan geopolitik. Pada saat pimpinan Khadafi, Amerika Serikat 
memiliki hubungan yang tidak baik, Amerika Serika melihat Khadafi sebagai ancaman 
dimana Khadhafi memiliki cita-cita, yaitu pembentukan negara Uni-Afrika yang bertujuan 
untuk membuat negara-negara Afrika lebih mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan 
asing, termasuk negaranya. Selanjutnya, Kadhafi dianggap sukses mengenai perkembangan  
ekonomi di negara Libya, sehingga Khadhafi berpikir bahwa Libya tidak perlu lagi 
mengimpor bahan makanan dari negara luar. Dikarenakan Libya mempunyai minyak yang 
berlimpah dan bisa menghidupi rakyat dengan fasilitas mewah dan salah satunya dengan 
memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat mewah. Juga Libya sudah tidak 
lagi membutuhkan bahan makanan dari Amerika Serikat. Terakhir, Amerika akan sangat 
merasa beruntung karena adanya sumber daya minyak yang dimiliki oleh Libya. Karena 
adanya sumber daya minyak dari Libya sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat.  
 
Dengan adanya krisis politik di Libya ini Amerika Serikat mencari kesempatan untuk 
menyingkirkan rezim Khadhafi, yang kemudian Amerika akan menanamkan kekuatannya di 
Libya.Saat melakukan tindakan dan menentukan sebuah keputusan, Amerika Serikat 
melakukan intervensi tidak terlepas dari aset dan kekuatan militer yang kuat, hal ini 
digunakan oleh Amerika sebagai fasilitas untuk melakukan operasi militer. Karena pada saat 
itu operasi militer di Libya diambil alih oleh NATO. Oleh karena itu Amerka mundur dari 
sebagaian operasi militer yang berada di Libya. Juga Amerika Serikat yang sudah diberi jalan 






Libya merupakan sebuah negara yang dapat dikatakan bahwa negara tersebut berkembang 
baik, termasuk ekonomi. Namun, satu hal yang tidak dapat mengimbangi negara Libya, 
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yaitu politik. Hal tersebut membuat negara Libya termakan oleh konflik dengan pemimpin 
negaranya sendiri. Dengan adanya humanitarian intervention, maka negara lain dapat 
membantu negara Libya dari konfliknya dengan pemimpinnya. Khadafi bahkan melawan 
negara yang ingin mencampuri urusan negaranya. Namun, pada akhirnya Khadafi 
terkalahkan dengan banyaknya usaha dari NATO dan organisasi lain. Tiga tahun setelah 
perang saudara di Libya, negara Libya masuk ke organisasi negara Barat. Juga karena 
banyaknya kebijakan Amerika Serikat yang diberikan kepada Libya. 
 
Oleh karena itu dalam hal ini kita harus menghormati hak asasi manusia disetiap negara dan 
jangan mencoba untuk melawan atau tidak menghormati itu semua. Karena itu akan 
menjadi konflik dan akan menimbulkan perang yang tidak akan selesai. Dengan itu semua 
negara menghormati hak asasi manusia, pasti tidak akan konflik yang berkepanjangan dan 
perang yang tidak akan selesai dan akan banyak korban yang berjatuhan. Yang sudah 
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